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BAB V 

PENUTUP 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

Kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk 

melakukan pembelian terselubung (Undercover Buy) telah diatur dalam Undang-

Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, sehingga dalam pelaksanaannya 

adalah sah. Pengaturan ini telah dituangkan dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang 

Narkotika junto Pasal 81 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009, Akan 

tetapi dalam UndangUndang ini tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan 

pembelian terselubung itu sendiri,sehingga sering menimbulkan penafsiran yang 

berbeda antara penyidik yang satu dengan yang lainnya. Dalam pelaksanaan teknik 

pembelian terselubung tidak dapat dipisahkan dengan teknik-teknik penyelidikan. 

Dimana teknik penyelidikan tersebut adalah observasi, surveillance, dan 

undercover agent. Mengenai pelaksanaan teknik penyelidikan ini telah diatur dalam 

buku petunjuk lapangan penyelidikan yang telah direvisi dengan Surat Keputusan 

Kepolisian No SKep/1205/IX/2000 tentang revisi terhadap himpunan Juklak dan 

Juknis proses penyidikan tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, teknik pembelian 

terselubung harus dilakukan oleh penyidik berdasarkan surat perintah tertulis dari 

pimpinan langsung, tampa dibuatnya surat perintah dari atasan maka penyidik yang 

akan melakukan metode ini dianggap tidak sah dan akan melanggar ketentuan pasal 

yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Narkotika 
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yang secara tegas menyatakan teknik pembelian terselubung harus dilakukan atas 

perintah tertulis dari penyidik. Apabila pada saat penyamaran sebelum 

dilakukannya teknik pembelian terselubung petugas yang melakukan penyamaran 

dalam keadaan terpaksa harus melakukan tindak pidana demi kelancaran proses 

untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka yang ingin menjual 

narkotikanya terhadap sipenyamar tersebut, maka hal tersebut diperbolehkan 

selama hal tersebut diketahui oleh pimpinan. Hal sesuai dengan apa yang diatur 

dalam buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat 

Keputusan No SKep/1205/IX/2000, dimana dalam buku tersebut secara jelas 

disebutkan bahwa jika karena situasi terpaksa harus melibatkan din dalam suatu 

tindak pidana, maka kegiatan tersebut harus sepengetahuan dan dengan persetujuan 

pimpinan. Selain itu tindakan petugas tersebut juga dilindungi oleh ketentuan Pasal 

18 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 

Indonesia yang secara jelas disebutkan bahwa polisi dapat bertindak sesuai dengan 

penilaiannya sendiri selama tindakannya tersebut tetap memperhatikan peraturan 

perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia sesuai 

dengan ayat (2) Pasal 18 tersebut. 

Berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, dalam proses penyidikan 

tindak pidana narkotika dikenal dengan adanya informan. Informan dalam tindak 

pidana narkotika berasal dari masyarakat biasa, Lembaga Swadaya Masyarakat, 

pemakai atau pengedar narkotika itu sendiri. Kedudukan informan dalam 

pelaksanaan teknik pembelian terselubung hanyalah sebatas memberikan, 

memperoleh dan mencari informasi. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 
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106 Undang-Undang Narkotika. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-

Undang Narkotika tersebut masyarakat tidak boleh terjun/terlibat langsung dalam 

proses pembelian terselubung tersebut apalagi menyamar sebagai pembeli. Hal ini 

dilakukan guna melindungi diri informan dari tindakan-tindakan yang 

membahayakan dirinya oleh sipelaku. Apabila dalam pelaksanaannya terpaksa 

menggunakan informan untuk menyamar dalam melakukan pembelian, maka 

dalam pelaksanaan tersebut harus diketahui dan disetujui oleh pimpinan. Selain itu 

pada saat pelaksanaanya harus benar-benar diawasi dan dijaga dengan ketat 

keselamatan dan si Informan. 

Kemudian kendala yang dihadapi oleh penyidik tim satuan Reserse Narkoba 

Polres Bonebolango dalam menyikapi kasus ini yaitu masalah dana, karena dalam 

menggunakan Teknik pembelian terselubung harus memerlukan dana yang tidak 

sedikit untuk diberlakukan pembelian narkotika terhadap pelaku penjualnya dengan 

sistem penyamaran. karena mengingat harga narkotika jauh lebih mahal dari pada 

emas maka itulah yang menjadi hambatan bagi penyidik narkotika dalam 

menjalankan tugasnya karena dana anggarannya hanya terbatas, Oleh sebab itu 

pihak penyidik berupaya meminta bantuan dari pihak manapun yaitu berupa 

bantuan dana untuk diperbantukan dalam mengungkap kasus narkotika yang dapat 

membahayakan semua orang, maka dari itu demi kelancaran dan semangat penyidik 

dibutuhkan kerjasama dari pihak manapun. 
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5.2. Saran 

Menarik dari kesimpulan pemaparan pada Bab sebelumnya dan juga 

kesimpulan yang telah disebutkan diatas, peneliti dapat memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Mengingat laju peredaran kasus Narkotika saat ini semakin meluas, maka 

pihak kepolisian khususnya para penyidik narkotika perlu lebih 

meningkatkan dan mengoptimalkan tugasnya dalam mencari-cari informasi 

dari informan tentang narkoba yang terjadi dikalangan masyarakat yang 

tersangkut kasus ini 

2. Pihak kepolisian khususnya penyidik perlu lebih mengintensifkan perannya 

dalam melindungi masyarakat agar tidak tersangkut dalam kasus narkoba 

3. Pihak kepolisian perlu untuk lebih mengintensifkan kegiatan penyuluhan dan 

pembinaan hukum kepada masyarakat agar masyarakat lebih sadar hukum 

dan mengetahui seberapa besar dampak negatif yang ditimbulkan dari 

penyalagunaan obat-obat terlarang khususnya narkotika 

4. Demi kepentingan bersama perlu adanya kerjasama dari semua pihak, baik 

itu polisi, pemerintah dan tentunya masyarakat agar kita bisa sama-sama 

dalam menumpas tuntas laju peredaran narkoba. 

5. Mari perangi narkoba demi kepentingan keamanan bersama supaya tidak 

sampai menurun ke anak cucu kita nanti. 
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